
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 

 
KOMISI VI DPR RI 

BIDANG  PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI 

Rapat ke : 23 (Dua Puluh Tiga)   

Tahun Sidang : 2023-2024 

Masa Persidangan : V 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT. Pelabuhan Indonesia 

(Persero)/Pelindo beserta Sub Holding  

Hari, Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024 

Pukul : 10.00 WIB 

Sifat Rapat : Terbuka. 

Pimpinan Rapat  : Martin Manurung, S.E., M.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. 

Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI 

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I lt 1   

  Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. 

A c a r a : Pembahasan mengenai : 
1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2003; 
2. Rencana Kerja Korporasi Tahun 2025; 
3. Tindak Lanjut Pembahasan Materi Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI 

Tanggal 22 s.d 24  April 2024, dan 
4. Lain-lain. 

Hadir  : 1.     22 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 
2. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo, Sdr. Arif 

Suhartono; 
3. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), Sdr. M. Aji; 
4. Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), Sdr. Joko Noerhudha; 
5. Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim (SPSJM), Sdr. Arief Prabowo; 
6. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal (SPTM), Sdr. Ary Henryanto  

Beserta jajaran. 

 

I. PENDAHULUAN 

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang 

dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar 

Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo 

beserta Sub Holding pada Pukul 10.47 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. 

 



2 

 

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 3 Juli 2024, dengan acara dan waktu 

sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Martin Manurung, 

S.E., M.A. 

 

II. KESIMPULAN  

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) 

tahun 2023 serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan pada periode selanjutnya. 

 

2. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk meningkatkan efisiensi 

layanan pelabuhan melalui transformasi digital dan operasional yang berkelanjutan. 

  

3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk menyusun strategi mitigasi 

dalam rangka meningkatkan cyber security, mengantisipasi situasi ekonomi global dan fluktuasi 

nilai tukar valuta asing yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

4. Komisi VI DPR RI meminta PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk memastikan agar seluruh 

area yang terdapat dalam Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) konsisten dengan tujuan utama 

BMTH sebagai integrator antara sektor pelabuhan, pariwisata, dan entertainment untuk 

menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan regional. 

 

5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk 

memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja atas pertanyaan 

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI. 

 

Catatan: 

1. Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN terkait beban biaya 

pengerukan, break water tidak dibebankan kepada Pelindo, sesuai UU No.17 tahun 2008 tentang 

pelayaran. 

 

2. Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN terkait relokasi 

kapal ikan keluar dari pelabuhan Benoa ke pelabuhan perikanan yang telah disiapkan. 
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III.   PENUTUP 

       Rapat ditutup pada Pukul 13.16 WIB. 

 

DIREKTUR UTAMA  

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)/PELINDO    

 

Ttd.      

  

 

ARIF SUHARTONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI 

KETUA RAPAT, 

 

Ttd. 

 

 

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A 

A-352 

 

 

    

    

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


